
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR lO~ TAHUN 2010 

TENTANG 

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN , 

HONORARIUM, PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN 201 1 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 

dapat be rjalan tertib , berdaya guna dan berhasil guna sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan , 

Honorarium, Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa 

Kabupaten Banyumas Tahun 2011; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah ternkhir 

dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubat1 an Kedua Atas Undang- und ,.1119 Nomor 32 Tahun 200
4 

tentang Pemcrintalian 0nl:! r□ l1 (Lembarnn Negarn Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tamballan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nornor 4844) ; 



Menetapkan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahar, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor ·120Tahun 2003, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah 

beberapa kali dirubah teral<hir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Oaerah; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor : 1 00/PMK.02/201 O tentang Standar Biaya Umum 

Tahun 2011; 

s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya 

Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan 

Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

P
eraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 

9. 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyurnas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

MEMUTUSKAN : 

N BUPA
TI TENTANG STANDARISASI BIAYA 

PERATURA 
KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 

2011 . 



Pasal 1 
Standarisasi s- K 

,aya egiatan , Honorarium, Pemeliharaan dan 
Barang/Jasa Pem · t h K 

enn a abupaten Banyumas Tahun 2011 
tercantum dalam Lampiran I d L . 

. an amp,ran II yang merupakan 
terp1sahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pa sc1I 2 

Pengadaaan 

sebagaimana 

bagian tidak 

Standarisasi sebagaimana d1maksud dalam Pasal 1 
merupakan harga tert inggi dan 

erla u sebc:1gai r:iedoman dalam penyusunan 

rJi"I P ran ka t Da rah yang dibiayai Anggaran 

sudah termasuk paja -paJak yang 

Rencana Kerja Anggaran Sa uan K 

Pendapatan Belanja Da r h Kabu ~ 11 □anyum;:i Tahun 201 

Pel ksanaan 

satuan · an 

melam aui 

n eh 1arann dan enga aan baran /Jasa berpe oman pada harga 

erla u ada sa 1 
eqaan/pe11 ada n ila sana' an dan tidak 

arga e in I se aga,mcrn,1 rf 1rnat,sud alam Pasal 2 se la dapat 

dinegosias, secara ro esional dalam mcwuiud an asas e ,s,e a a' untabil,tas 

sesua, e entua era uran erundang-un an an yan berla u 

Pas I 

Jenis barang an/a au jasa ang sa tuan hargan a elum diatur al m Peraturan 

Bupat, ini dc1n diperlukan penggunaannya dalam pel sanaan "e iatan pada 

Saluan Kerja Perangkat Daerah , pelaksc1n annya harus r en apat Iz1n Bupati 

Banyumas, yang permohonannnya d1njukan selambat-I mbatn (satu) bulan 

sebelum dilaksanakan 

Pc1sa l 5 

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga 

tertingg i sebagaimana d imaksud dalam pasal 1 akibat fluktuasi mata uang rupiah 

yang berdampak nasional, maka akan dilakukan perubahan alas Peraluran Bupali 

ini . 

Pasal6 

(1) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

(2) Patokan harga satuan obat-obatan non generik/paten berdasarkan daftar harga 

dari pabrikan-pabrikan setelah ditambah pajak sesuai ketentuan . 



(3) Patokan harga alat kesehatan, alat kedokteran , alat Laboratorium, perbekalan 

kesehatan dan bahan laboratorium berdasarkan daftar harga dari distributor 

setelah ditambah pajak sesuai ketentuan . 

(4) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan 

pada harga yang dikeluarkan oieh penerbit. 

(5) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku 

cadang kendaraan bermotor. d1 etapkan berdasarkan pada harga yang 

d ikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mula1 berlaku pada tang al d1 undangkan 

Agars tiap orang men tal1uiny . 111cm nnt hkan p n undangan Peraturan Bupati 

ini dengan enem atann a dalarn cnt~1 Daer h K bup ten Banyumas 

1 Diundangkln di Purwokerto 
1
j 

Pada Tang11al ..... 3. .. fl .. NO.V ... 20lU... j 
SEKRETARJS DAL!1 : Ii !{A;}t.;PATHI DAl'i YU~.i.1\5 

~ 
M. ISKA J Q _'.1 - ' --- N. ~H-- :',U \ L S<'.: 
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Dile apkon d1 

pada tanggal 

Pur\'/01 erto 

I I 2 


